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BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pengaruh
kepangkatan penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan militer maka dapat
disimpulkan bahwa:

Kepangkatan penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim tidak
berpengaruh terhadap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara di lingkungan peradilan militer, hal ini terlihat dari putusan pengadilan
militer yang menjatuhkan vonis tidak jauh berbeda dari tuntutan oditur militer
meskipun penasihat hukum yang menyandang pangkat lebih tinggi dari majelis
hakim melakukan pembelaan-pembelaan di depan majelis hakim di dalam
persidangan. Hakim militer tetap berpedoman dan berpegang pada pendiriannya
sebagai penegak hukum vyaitu tidak terpengaruh oleh pihak lain termasuk

penasihat hukum terkait perkara yang diperiksa atau diputus olehnya.
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B. Saran
Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pengaruh kepangkatan
penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara di lingkungan peradilan militer yaitu:

1. Merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
dengan ditambahkan mengenai pengaturan kepangkatan penasihat hukum
secara rinci mengenai kualifikasi untuk dapat beracara di pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer agar dapat meminimalisir keraguan masyarakat
terkait kualitas putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2. Memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih, baik oleh Mahkamah Agung
maupun MABES TNI kepada organ-organ pelaksana peradilan militer
khususnya hakim militer, agar semakin dapat melaksanakan tugasnya
khususnya mengenai pelaksanaan independensinya sebagai penegak hukum

sehingga dapat memberikan kualitas putusan yang semakin baik.
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